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ABSTRAK

Pandemi COVID-19 telah menghadirkan tantangan ekstensif bagi seluruh
perusahaan, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Tax review,
yang merupakan kegiatan penting dalam memastikan kepatuhan pajak perusahaan,
menjadi semakin relevan di tengah ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh
pandemi ini. Penelitian dilakukan oleh PT ABS, sebuah perusahaan bergerak di
bidang perhotelan. Penelitian in1 memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman
lebih tentang permasalahan serta mengidentifikasi dan mengetahui (1) kondisi tax
compliance atas withholding tax dan PPh Badan, (2) kewajiban kontinjensi yang
timbul dari tax review atas withholding tax dan kewajiban PPh Badan. Penelitian
ini menggunakan data primer dan data sekunder dan menerapkan pendekatan
kualitatif dengan menggunakan metodologi studi kasus PT ABS. Data yang
digunakan dianalisis dengan menggunakan model analisis data Miles dan
Huberman. Tax review yang dilakukan oleh PT ABS mencakup review terhadap
aspek peroajakn PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 26,
PPh Pasal 25 dan pajak penghasilan badan. Hasil dari tax review ini
mengungkapkan dua aspek penting (1) kondisi kepatuhan pajak PT ABS masih
tergolong kurang patuh (under comply), dengan mengacu pada standar penilaian
nasional pada PMK No.39/PMK.03/2018; (2) kewajiban kontinjensi timbul dari
inkonsistensi pajak yang dilaporkan dan keterlambatan menyetorkan pajak yang
dilihat dari hasil tax review dan besarnya potensi objek pajak terutang PT ABS.

Kata Kunci: fax review, kepatuhan pajak, kewajiban kontinjensi.
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ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has presented extensive challenges to all companies,
including in terms of tax compliance. Tax review, which is a crucial activity in
ensuring corporate tax compliance, has become increasingly relevant amid the
economic uncertainty caused by this pandemic. The research is conducted by PT
ABS, a company engaged in the hospitality industry. This study aims to provide a
deeper understanding of the issues and to identify and ascertain (1) the tax
compliance status for withholding tax and Corporate Income Tax (CIT), (2) the
contingency obligations arising from the tax review of withholding tax and
Corporate Income Tax obligations. This research employs both primary and
secondary data and utilizes a qualitative approach through the case study
methodology of PT ABS. The data is analyzed using the Miles and Huberman data
analysis model. PT ABS tax review encompasses a review of various tax aspects,
including Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, Income Tax Article 4
paragraph 2, Income Tax Article 26, Income Tax Article 25, and Corporate
Income Tax. The results of this tax review reveal two critical aspects: (1) PT ABS
tax compliance condition is still categorized as less compliant (under comply),
referring to the national assessment standards in PMK No.39/PMK.03/2018; (2)
the contingency obligations arise from inconsistencies in reported taxes and
delays in tax payments, as observed from the tax review results and the magnitude
of PT ABS potential tax payable.

Keywords: tax review, tax compliance, contingent liabilities
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia gencar melakukan pembangunan di bidang
infrastruktur nasional khususnya pada pemenuhan realisasi penerimaan negara
yang berasal dari sektor pajak. Munculnya pandemi Covid-19 menyebabkan
turunnya penerimaan negara salah satunya yaitu penerimaan pajak di daerah
Bali. Menurunnya penerimaan negara dikarenakan sebagian besar wajib pajak
Bali berasal dari sektor pariwisata. Gianyar merupakan salah satu daerah
pariwisata yang terkena dampak ini. Penerimaan pajak di wilayah kerja KPP
Pratama Gianyar pada tahun 2020 tercatat menurun hingga 28,08%, jauh
menurun jika dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2019 yang tumbuh
sebesar 8,62%. Menurut Moch Lugman Hakim (2020) penerimaan pajak 2019 di
KPP Pratama Gianyar mencapai 806,8 milyar sedangkan di tahun 2020
penerimaan pajak menurun sebesar 609,1 milyar. Mengingat sistem perpajakan
yang diterapkan di Indonesia adalah sistem self-assessment, penurunan
penerimaan pajak mengharuskan fiskus untuk memantau kepatuhan wajib pajak
lebih ketat.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) ditempatkan di posisi yang sangat penting
karena pemerintah mengharapkan sasaran penerimaan pajak dapat memenuhi
target pajaknya setiap tahun. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat
sehingga pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Tingginya target

penerimaan negara untuk ruang kerja KPP Pratama Gianyar tidak didukung oleh



peningkatan kepatuhan wajib pajak (Tax Compliance). Persentase kepatuhan
KPP Pratama Gianyar mengalami penurunan selama lima tahun terakhir,
berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dan efektif
yang sah dari tahun 2015 hingga 2019, hal ini tentu saja sangat membutuhkan

pengawasan dari DJP, seperti terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT WP di KPP Pratama Gianyar
Periode 2015-2019

WP WP

No  Tahun SPT yang Tingkat
Terdaftar Efektif Masuk Kepatuhan (%)

1 2015 144.381 91.373 65.776 71,98%

2 2016 154.795 100.095 64.927 64,87%

3 2017 164.013 108.439 64.435 59,42%

4 2018 175.167 119.546 66.541 55,66%

5 2019 188.563 132.294 58.618 44,10%

Sumber: KPP Pratama Gianyar, 2020

Selain itu, realisasi pertumbuhan pajak pemerintah pusat yang dihimpun
oleh KPP Pratama Gianyar masih minus hingga awal semester Il tahun 2021
(DDTC News, 2021). Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari Sekdis Pariwisata
Kabupaten Gianyar, Pande Putu Sri Ratnawati menyatakan bahwa hotel-hotel di
Kabupaten Gianyar banyak yang tutup sementara dan tidak melayani wisatawan
akibat hal tersebut ribuan karyawan di PHK karena para pemilik usaha hotel dan
restaurant tidak mampu menutupi biaya operasional yang cukup tinggi

(Balipost.com, 2021). Sehingga wilayah gianyar merupakan wilayah yang paling



terdampak pandemi karena kebanyakan masyarakatnya berkecimpung di sektor
pariwisata.

Dengan adanya pandemic covid-19 banyak usaha yang tutup sementara
bahkan gulung tikar, selain itu pengusaha lebih memilih mempertahankan
usahanya serta memberikan gaji karyawan dibandingkan dengan melakukan
pembayaran pajak secara sukarela hal ini karena sistem perpajakan Indonesia
masth menganut self-assessment system. Sistem administrasi perpajakan self-
assessment memberikan porsi besar pada wajib pajak untuk memperhitungkan,
menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang. Kemandirian dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan bertujuan untuk membangun kesadaran dan
kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan dari
aparat pajak (Mangoting, 2018). Banyak wajib pajak di Indonesia yang masih
menganggap pajak merupakan sebuah beban yang akhirnya membuat wajib pajak
tersebut melakukan hal-hal untuk menurunkan jumlah pembayaran pajaknya
dengan melakukan rekayasa transaksi. Adapula yang belum bisa menentukan
objek pajak yang berpotensi dikenakan pajak berdasarkan peraturan dan undang-
undang perpajakan yang berlaku sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan akan
timbul koreksi yang sebenarnya dapat diantisipasi.

Pemerintah perlu melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan
wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Kastolani dan Ardiyanto, 2017).
Memandang hal tersebut, wajib pajak dihadapkan oleh dua pilihan antara
melakukan review pajak dan melaporkan laporan keuangannya dengan benar atau

menunggu pemeriksaan pajak oleh pemerintah akibat adanya indikasi tax evasion.



Namun, Hofmann et al. (2014) menilai apabila terjadinya penggelapan pajak (fax
evasion) terdeteksi, maka akan timbul sanksi yang dilakukan melalui pemeriksaan
pajak yang bersifat wajib dan/atau paksaan. Oleh karena itu, pada dasarnya semua
wajib pajak memiliki kesempatan untuk diperiksa.

Untuk meminimalkan hal ini, wajib pajak harus terlebih dahulu meninjau
kinerja kewajiban perpajakannya untuk satu tahun pajak sebelum menyusun
laporan pajaknya dalam hal ini, SPT Tahunan PPh Badan. Herryanto & Toly
(2013) menyatakan bahwa wajib pajak harus meninjau perhitungan dan pelaporan
pajak dan pembukuan secara internal untuk meminimalkan kesalahan sebelum
pemeriksaan oleh otoritas pajak. Menurut Sumarsan (2015:5) tax review dapat
dilakukan secara mandiri oleh perusahaan atau pihak ketiga seperti penasihat
pajak yang dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada perusahaan.
Daniel & Hendra (2008) juga mengungkapkan bahwa kewajiban perpajakan harus
dipenuhi tepat waktu untuk menghindari pengenaan sanksi bunga atau denda.
Menurut Elvia (2010), untuk mengurangi risiko sanksi perpajakan, para pihak
perlu benar-benar memahami kewajiban dan prosedur perpajakan yang berlaku di
Indonesia.

Secara umum fax review merupakan suatu kegiatan meninjau semua
kewajiban perpajakan yang ada dari suatu perusahaan dalam rangka memenuhi
kewajiban tersebut, termasuk metode perhitungan, pemotongan, penyetoran dan
pelaporan guna menghitung pajak yang terutang, memprediksi potensi pajak yang
mungkin muncul sesuai peraturan serta untuk mengetahui kepatuhan pajak (zax

compliance) yang sudah dilakukan. Tujuan dilakukan tax review ini adalah untuk



mengidentifikasi apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban
perpajakan yang tidak sinkron dengan prosedur perpajakan sechingga dapat
diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan sesuai dengan prosedur perpajakan
yang berlaku guna meminimalisir sanksi administrasi akibat pemeriksaan pajak
atau ketidakpatuhan perpajakannya.

Tax review mencakup seluruh jenis pajak baik yang menjadi kewajiban atau
yang menjadi potensi pajak, seperti PPh Badan, PPN, dan PPnBM. Tax review
bertujuan mengevaluasi kewajiban PPh Badan terhadap berbagai aspek
pelaksanaan kewajiban perpajakan guna pemenuhan kewajiban PPh Badan pada
akhir tahun. Penelahaan pajak atau tax review 1alah suatu tindakan penelahaan
terhadap semua transaksi perusahaan dan perundang-undangan pajak yang
berlaku. Bagian terpenting dalam tax review adalah laporan keuangan perusahaan
dimana transaksi-transaksi yang tercatat pada laporan keuangan tersebut dapat
digunakan untuk menentukan, memilih serta menghitung potensi withholding tax
yang terutang. Hal itu akan mempengaruhi SPT Masa PPh Pasal 21, 22, 23, 26
dan Pasal 4 Ayat (2) perusahaan. Pemilik perusahaan serta konsultan pajak harus
sama-sama mengetahui keadaan perusahaan dan membuat planning kedepannya
yang berkaitan dengan perpajakan perusahaan agar dapat memberi kontribusi
maksimum bagi perusahaan.

Sesuai dengan ketentuan perpajakan, Indonesia menerapkan sistem
Withholding Tax yaitu sistem yang melibatkan pihak ketiga untuk melakukan
pemotongan/pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima oleh penerima

penghasilan. Sehingga perusahaan sebagai pihak ketiga biasanya melakukan



pemotongan/pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima oleh karywannya
maupun atas penggunaan jasa lain. Sehingga adanya tax review dapat membantu
perusahaan untuk bisa mengidentifikasi biaya yang bisa serta tidak bisa
dibiayakan sesuai dengan peraturan perpajakan dan mengetahui apakah
perusahaan sudah melaksanakan kewajiban menjadi pemotong atau pemungut
pajak. Recky (2007) mengungkapkan terkait pentingnya dilakukan tax review
sebab dapat mengetahui wajib pajak telah melaksanakan seluruh kewajiban
perpajakannya dengan benar dan sesuai aturan perpajakan (full comply), terdapat
kewajiban yang masih belum atau kurang dilakukan sehingga memunculkan
potensi kewajiban perpajakan (under comply), atau telah terjadi pemenuhan
kewajiban namun dilakukan secara berlebih (over comply). Pelaksanaan
kewajiban perpajakan ini tentunya meliputi seluruh sektor-sektor usaha yang ada
di Indonesia, tidak terkecuali PT ABS.

PT ABS merupakan sebuah perusahaan perseroan yang bergerak dalam
penyediaan jasa pelayanana penginapan, makan minum serta jasa lainnya dengan
status KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) Hotel Bintang Tiga
yang berlokasi di Keliki, Tegallalang, Gianyar, Bali. PT ABS selama ini
melakukan kewajiban perpajakannya dengan self assessment system baik Pajak
Pusat (PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2)) maupun
Pajak Daerah (Pajak Hotel dan Pajak Restoran). Pada tahun 2020, PT. ABS
menerima surat permintaan penjelasan data atas data/atau keterangan (SP2DK)
untuk tahun 2018 dan 2019. Surat tersebut mengindikasikan adanya objek pajak

yang belum dibayar dan disetor. Selain itu, berdasarkan penelusuran pemenuhan



kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh PT ABS untuk tahun pajak 2020.
PT ABS masih memiliki potensi pajak yang belum dibayarkan atas PPh Pasal 4
Ayat (2), PPh Pasal 23 atas Jasa, PPh Pasal 21 Pegawai dan Bukan Pegawai.
Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan bagian pihak accounting,
ditemukan bahwa perusahaan belum sepenuhnya melaporkan withholding tax
kepada pihak pemerintah yang membuat adanya perbedaan antara SPT Tahunan
yang telah dilapor dengan SPT Masa sehingga timbul indikasi adanya potensi
pajak terutang, dan koreksi fiskal positif atas biaya-biaya yang harus dilengkapi
dengan bukti pendukung yang jelas. Kendala lain, perusahaan tidak memiliki tax
officer, sehingga urusan perpajakan tidak dikelola dengan baik, benar dan lengkap
terutama dalam menentukan penggolongan objek pajak terkait pemotongan dan
pemungutan atas pajak penghasilan dan kendala dalam hal melakukan
pembukuan. Pembukuan yang dilakukan oleh PT. ABS dilakukan oleh masing-
masing departemen sedangkan untuk pelaporan pajak dilakukan secara terpusat
oleh departemen accounting and tax, hal ini juga menyebabkan pengaruh terhadap
pemenuhan kewajiban perpajakannya. Schingga, fenomena ini menimbulkan
adanya dugaan sementara bahwa PT ABS belum sepenuhnya mematuhi kewajiban
perpajakannya.

Berdasarkan PSAK 57 Bagian 1, liabilitas kontinjensi atau kewajiban
kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan
keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih
peristiwa di masa depan. Kewajiban kontinjensi akan muncul akibat dari

penerapan tax review dalam menentukan kondisi dari kepatuhan wajib pajak



dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam hal in1i PT ABS yang masih
memiliki potensi pajak yang belum dibayarkan atas PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh
Pasal 23 atas Jasa, PPh 21 Pegawai dan Bukan Pegawai tersebut dapat
diperhitungkan pula potensi denda atau sanksi bunga atas keterlambatan
pembayaran dan pelaporan atas pajak kurang bayar tersebut sesuai dengan
ketentuan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, PT ABS bermisiatif untuk melakukan
pembetulan bilamana diperlukan yang hingga sekarang belum dilakukan
pembetulan. Untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakannya dilaksanakan
dengan benar dan menghindari sanksi yang mungkin akan muncul di masa yang
akan datang, maka penelitian ini dilakukan untuk menilai kewajiban perpajakan
PT ABS dengan penerapan tax review yang mana seharusnya dilakukan sebelum
dilakukannya pelaporan pajak namun dikarenakan kurangnya pengalaman dan
sudah terjadinya pelaporan pajak selama tahun 2020 maka dari itu tax review
dilakukan setelah melakukan pelaporan pajak. Adapun internal yang dilakukan
meliputi penilaian terhadap seluruh aspek perpajakan, meliputi Pajak Penghasilan
(PPh) Badan pada SPT Tahunan Badan dan SPT Masa PT ABS yang meliputi
PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2), yang nantinya dipastikan
bahwa perlakuan akuntansi perusahaan terapkan telah sesuai dengan peraturan
pajak yang berlaku pada PT ABS. Namun, dengan menyesuaikan kondisi perilaku
kepatuhan perpajakan. Penelitian ini menuangkan masalah ke dalam judul
“Analisis Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan Withholding Tax

dan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Alat Penilai Tax Compliance”.



B. Rumusan Masalah
Adapun latar belakang masalah yang telah disampaikan tersebut, rumusan
masalah penelitian ini adalah:
1.  Bagaimanakah penerapan fax review atas Pajak Penghasilan
Withholding Tax PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal
4 ayat (2) dan PPh Badan sebagai alat penilai tax compliance pada PT
ABS berdasarkan Tahun Pajak 20207
2. Apakah terdapat kewajiban kontinjensi setelah dilakukan fax review
atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 23, 25, 4 Ayat (2), dan PPh

Badan pada PT ABS tahun pajak 20207

C. Batasan Masalah
Pada penelitian ini peneliti membatasi pembahasan dengan melakukan tax
review pada aspek perpajakan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Psl

4 Ayat (2), PPh Pasal 25 dan PPh Badan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok permasalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian
ini mengacu pada beberapa hal, sebagai berikut:
a. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui kondisi tax compliance
atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 23, 26, 4 Ayat (2), dan

PPh Badan pada PT ABS tahun pajak 2020.
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b. Untuk mengetahui kewajiban kontinjensi berupa sanksi bunga

dan denda setelah dilakukan zax review atas Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 21, 23, 26, 4 Ayat (2), dan PPh Badan yang

merupakan kewajiban yang akan dibayarkan oleh PT ABS tahun

pajak 2020.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian 11 diharapkan dapat memberikan manfaat lebih bagi

berbagai pihak, sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

1)

2)

Penelitian 1n1 dapat digunakan sebagai sarana untuk
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan
sekaligus dapat memberikan pemahaman serta wawasan yang
lebih luas mengenai implementasi tax review perpajakan dan
digunakan sebagai bahan kajian dan masukan dalam proses
belajar mengajar khususnya program studi D4 Akuntansi
Manajerial.

Penelitian ini  diharapkan dapat menambah wawasan
mahasiswa serta berguna untuk mengaplikasikan teori yang
didapat di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di

lapangan.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

)

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur atau

mengetahui  sampai  sejauh mana mahasiswa dapat
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menyerap ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama
mengikuti kegiatan perkuliahan, khususnya dalam pelajaran
perpajakan yaitu mengenal analisis penerapan tax review
atas pajak penghasilan withholding tax dan pajak
penghasilan badan sebagai alat penilai tax compliance.

2)  Penelitian ini dapat dapat dijadikan sebagai tambahan bahan
referensi dan literatur perpustakaan dalam meningkatkan
kualitas lulusan Politeknik Negeri Bali dan dapat dijadikan
sebagai bahan perbandingan penelitian bagi peneliti yang
memiliki objek penelitian yang sama.

c. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan
strategi dalam melakukan review pajak penghasilan dan pajak
penghasilan badan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
pajak penghasilan serta diharapkan dapat memberikan masukan
mengenai pentingnya peran tax review di dalam perusahaan untuk

menghindari adanya resiko terjadinya pemeriksaan pajak.

d. Bagi Otoritas Pajak

Khusus bagi otoritas pajak, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi perhatian kepada otoritas pajak yang diharapkan dapat
memberikan informasi, referensi serta masukan dalam menyusun dan
mempertimbangkan  untuk  menentukan  kebijakan = mengenai

perpajakan terutama dalam kaitannya dengan analisis penerapan fax
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review atas pajak penghasilan withholding tax dan pajak penghasilan

badan sebagai alat penilai tax compliance.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A.  Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi kepatuhan

pajak atas pajak penghasilan withholding tax dan PPh tahunan badan, beserta

kewajiban kontinjensi yang kemungkinan muncul akibat dari adanya tax review

pada PT ABS. Berdasarkan tujuan tersebut, dapat ditarik simpulan atas penelitian

yang telah dilakukan, sebagai berikut:

L.

Berdasarkan hasil tax review, tingkat kepatuhan PT ABS atas pajak
penghasilan (PPh) Pasal 21, 23, 26, 25, 4 Ayat (2), dan PPh badan
masih tergolong under comply (tidak patuh). Hal ini disebabkan
karena PT ABS belum melakukan penyetoran dan pelaporan SPT
masa pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku,
sehingga menimbulkan potensi pajak terutang cukup sebesar. Selain
itu, mengacu pada PMK No.39/PMK.03/2018 atas hasil penilaian
secara nasional, dinyatakan bahwa PT ABS belum memenuhi standar
untuk dinyatakan sebagai wajib pajak yang patuh. Hal ini disebabkan
karena kesalahan karyawan atas pengelompokan transaksi yang dapat
digolongkan sebagai objek pajak, serta masih sulitnya dalam
memahami aturan pajak selain itu, melakukan meminimalisir biaya
pajak yang terutang karena perusahaan lebih memilih membayar gaji

karyawan daripada membayar pajak pada masa Pandemi.
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2. Dengan adanya potensi kurang bayar, yang diakibatkan oleh adanya
ketidaksesuaian pajak yang terlapor dan keterlambatan menyetorkan
pajak yang dilihat dari hasil tax review, maka terdapat kewajiban
kontinjensi yang timbul sebesar Rp56.213.851. Besarnya potensi
pajak terutang dan kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban yang
harus ditanggung oleh PT ABS.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini berimplikasi terhadap beberapa pihak yang terikat dalam

fokus kajian, yaitu:

1. Secara teori implikasi, peneliti dapat melakukan review terhadap
kewajiban perpajakan PT ABS tahun 2020 terhadap pajak penghasilan
withholding tax dan pajak penghasilan badan yang berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengetahui posisi
kepatuhan kewajiban pajak, mengetahui potensi pajak kurang bayar,
dan potensi sanksi administrasi. Lewat penjelasan dalam sub bab
pembahasan memberikan representasi bagi otoritas perpajakan
mengenai gambaran aspek potensi pajak yang timbul. Dalam hal ini,
jenis pajak yang belum terealisasikan dengan maksimal akibat dari
adanya keterbatasan pengetahuan dan pemberlakuan ketentuan
mengharuskan pihak otoritas untuk terus mengevaluasi serta
memenuhi sisi keadilan bagi seluruh wajib pajak di Indonesia. Selain
kesetaraan dari segi pengenaan tarif, juga perlu dievaluasi mekanisme

pengawasan yang dilaksanakan saat ini. Keberagaman jenis transaksi,
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metode penggunaan, serta cara memanfaatkan yang terus diperbaharui
maka, mengharuskan pihak otoritas untuk terus memperelok
pengaturan di bidang pajaknya agar optimal

Secara praktik, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bagi
PT ABS bahwa kedepannya harus patuh dan taat terhadap kewajiban
perpajakan baik dalam masa ataupun tahunan sehingga, pemotongan
dan penyetoran serta pelaporan withholding tax dan pajak penghasilan
badan dapat berjalan sesuai ketentuan dan akan berdampak terhadap
maksimalnya penerimaan pajak, serta hasil fax review ini dapat
dijadikan masukan atau saran bilamana akan terjadi pemeriksaan dari

otoritas pajak.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan

saran, sebagai berikut:

1.

Penerapan tax review pada PT ABS diharapkan dilakukan secara
teratur atau berkala agar pelaksanaan kewajiban perpajakan
perusahaan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan perpajakan
sehingga terhindar dari pemicu adanya pemeriksaan oleh otoritas
pajak, potensi pajak terutang beserta kewajiban kontinjensi yang
kemungkinan timbul.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya
meningkatkan kepatuhan WP dan pertimbangan bagi manajemen PT

ABS dalam melaksanakan pembetulan SPT yang telah disampaikan
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sebelumnya dan pelaporan atas temuan potensi kewajiban perpajakan
yang belum dilakukan oleh PT ABS. Otoritas pajak diharapkan
kedepannya dapat berbenah dalam menghadirkan alternatif kebijakan
atau peraturan terbaru bagi Wajib Pajak dan dapat memberikan
pembinaan atau sosialisasi agar Wajib Pajak dapat dengan mudah

memahami dan menjalankan kewajiban perpajakannya.
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